PUTUSAN 
No 167 PK/Pdt/2004 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 
memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan 
sebagai berikut dalam perkara : 
NURJANNAH Binti AMIN, bertempat tinggal di Desa Pulo Ara, 
Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, Pemohon 
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  Kasasi/Pelawan/ 
Terbanding 
melawan: 
PT. BANK DUTA, berkedudukan di Jakarta ' Cabang 
Lhokseumawe, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 2O. Ar 
Lhokseumawe, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon 
Kasasi/Terlawan I/Pembanding : 
dan 
SAFWAN A. RAZAK, bertempat tinggal di Desa Geudong 
Teungoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, Turut 
Termohon Peninjauan kembali dahulu Turut Termohon 


: 


A Kasasi/Terlawan Il/Turut Terbanding : 





» 
Lah 
h 

# 


HD Mahkamah Agung tersebut : 
3 7 Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata 
“Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pelawan/ 
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap 
putusan Mahkamah Agung No. 888 K/Pdt/1995 tanggal 26 April 2001 yang telah 
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan 
Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dengan posita 
perkara sebagai berikut : 

Bahwa sebidang tanah seluas t 234 m?, beserta 3 (tiga) pintu rumah 
yang dibangun di atasnya, terletak di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan 
Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, berbatas sebagaimana tersebut dalam surat 
gugatan perlawanan adalah milik Pelawan yang telah Pelawan beli dari 
Terlawan II sesuai dengan Akte Jual Beli masing-masing tanggal 7 Maret 
1987 Nomor : 24/II/JMP/1987, tanggal 7 Maret 1987 Nomor : 25/1I/JMP/1987 
dan tanggal 31 Maret 1989 Nomor : 154/111/JMP/1989 : 
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Bahwa  Terlawan | (Bank Duta Cabang Lhokseumawe) telah 
memberikan kredit fasilitas kredit/pinjaman kepada Terlawan II sebesar 
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) : 

Bahwa sebagai agunan/jaminan pinjaman kredit tersebut telah 
diserahkan oleh Terlawan II kepada Terlawan | berupa 2 (dua) persil tanah 
yang terletak di Desa Geulanggang Teungoh, yang masing-masing berbatas 
sebagaimana tersebut dalam surat gugatan : 

Bahwa perjanjian kredit antara Terlawan | dengan Terlawan II terjadi 
tanggal 3 November 1989 sesuai dengan Akte Notaris Pervin di Lhokseumawe 
Nomor : 10 dan 2 (dua) persil tanah tersebut di atas sebagai jaminan 
pembayaran lunas hutang Terlawan II kepada Terlawan | : 

Bahwa tanah tersebut pula Nomor : 3 ayat 2 di atas adalah milik 
Pelawan dan Pelawan tidak pernah memberi izin kepada Terlawan II untuk 
menyerahkan tanah sengketa ini sebagai jaminan pembayaran lunas/agunan 
kredit pada Terlawan | : 

PAN Bahwa penyerahan tanah Nomor : 3 ayat 2 untuk jaminan pembayaran 


, | “Nihutang Terlawan II kepada Terlawan | adalah dilakukan dengan tidak 





“ persetujuan dari Pelawan, dan hal ini merupakan perbuatan “melawan hukum”, 
Aa 2 karena tanah sengketa adalah sah milik Pelawan, maka hak Pelawan atas 
24 tanah sengketa ini harus mendapat perlindungan hukum : 

& SP Bahwa karena penyerahan tanah sengketa untuk jaminan pembayaran 
hutang Terlawan II kepada Terlawan I tanpa izin dan persetujuan dari 
Pelawan, maka penyerahan jaminan tersebut tidak sah menurut hukum dan 
harus dibatalkan demi hukum : 

Bahwa atas tanah milik Pelawan tersebut Nomor : 3 ayat 2 di atas 
pada tangal 20 November 1993 telah diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita 
Pengadilan Negeri Bireuen atas permintaan Terlawan I Bank Duta Cabang 
Lhokseumawe, dan atas penyitaan itu saya sangat keberatan : 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada 
Pengadilan Negeri Bireuen agar supaya Pengadilan Negeri tersebut 
memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut : 
1. Mengabulkan perlawanan kami Pelawan seluruhnya : 

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang 
benar : 


3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Pelawan : 
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4. menyatakan bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Terlawan II kepada 
Terlawan I sebagai jaminan hutang pribadinya dengan tidak setahu dan 
seizin Pelawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum : 

». Mencabut/mengangkat kembali “Sita Eksekusi” yang telah dijalankan oleh 
Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 20 November 1993 
No.9/Pdt.Eks/1993/PN.Bir. sejauh terhadap tanah sengketa : 

6. Menyatakan bahwa tanah sengketa tidak dapat dijadikan jaminan 
pembayaran lunas hutang Terlawan II (Safwan bin A. Razak) pada 
Terlawan | (PT. Bank Duta Cabang Lhokseumawe) karena tanah sengketa 
tersebut adalah hak milik Pelawan : 

1. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar biaya perkara : 

8. Mohon keputusan yang seadil-adilnya : 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan 
eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 


Bahwa dalil Pelawan mendasarkan bahwa tanah dan bangunan 








ma JPrgerkara adalah milik Pelawan, termuat pada butir 1 dan 2 perlawanannya, 
akan. tetapi dalam butir 2 dan 3 angka 1 dan 2, ternyata batas-batas tanah 
elifut Pelawan sudah diserahkan oleh terlawan II kepada Terlawan I Bank 
2 in 3” Sama sekali tidak sama dengan batas-batas tanah termuat pada angka 1 
aman pertama gugatan perlawanan Pelawan, karenannya perlawanan a 
£ a adalah obscuur libel : 

Bahwa ternyata alas hak Pelawan atas tanah Pelawan yang 
menurutnya adalah telah dijadikan jaminan utang Terlawan II didasari pada 
Akte Jual Beli masing-masing tanggal 7 Maret 1987 No.24/II/JMP/1987, tanggal 
1 Maret 1987 No.25/1/JMP/1987 dan tanggal 31 Maret 1989 
No.154/11/JMP/1989, dan seluruh asli surat jual beli a guo dipegang sendiri 
oleh Pelawan kalaupun terjadi penyerahan sebagai jaminan hutang Terlawan II 
dengan Terlawan I i.c. Bank Duta Cabang Lhokseumawe menurut versi 
Pelawan, maka hal itu tidak relevan, karena Pelawan tidak menyelesaikan 
alas hak Terlawan II menyerahkan tanah a guo pada Terlawan I, karena dalil 
perlawanan Pelawan demi hukum adalah kabur (obscuur libel). Sedang dipihak 
lain Pelawan juga meminta penegasan hak atas status tanah terperkara, 
karenanya gugatan a guo adalah tumpang tindih dan terjadi dualisme guestion 
law yang saling kontradiktif, hal mana menimbulkan kekaburan hukum antara 
permohonan Pelawan yang benar disatu pihak dan penegasan status hak 
Pelawan atas tanah dipihak lain, karenanya demi hukum perlawanan 


Pelawan adalah kabur : 
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Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 
o//Pdt.PIw/1993/PN.Bir. tanggal 20 April 1994 adalah sebagai berikut : 
DALAM EKSEPSI 
- Menolak eksepsi dari Terlawan II : 

DALAM POKOK PERKARA 
-  Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya : 
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar : 


- Menyatakan tanah sengketa seluas t 234 m? yang batas-batasnya : 


- Utara : dengan lorong/M. Juned : 

- Selatan : dengan pekarangan Maunasah : 
- Timur : dengan Zulkifli : 

- Barat : dengan Suwardi : 


yang terletak di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Jeumpa, 
Kabupaten Aceh Utara adalah milik sah pelawan : 
- Menyatakan penyerahan tanah sengketa oleh Terlawan II kepada Terlawan 
| sebagai jaminan hutang adalah merupakan perbuatan melawan hukum : 
Ah » “Wina sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan 
, Negeri Bireuen tanggal 20 November 1993 No.9/Pdt/Eks/1993/PN.Bir. tidak 
Isah dan tidak berharga : 





P., ) | Mencabutimengangkat kembali sita eksekusi tersebut sejauh terhadap 
— danah sengketa : 
£ Menyatakan tanah sengketa tidak dapat dijadikan jaminan pembayaran 
hutang Terlawan II kepada Terlawan | : 
- Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) : 
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda 
Aceh No.127/Pdt/1994/PT.Aceh tanggal 20 Oktober 1994 adalah sebagai 
berikut : 
- Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding : 
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 20 April 1994 
No.57/Pdt.PIw/1993/PN.Bir. yang dimohonkan banding : 
MENGADILI SENDIRI 
- Menolak gugatan verzet dari Pelawan untuk seluruhnya : 
- Menyatakan sita eksekusi yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri 
Bireuen tanggal 20 November 1993 No.9/Pdt/Eks/1993/PN.Bir. adalah sah 
dan berharga : 
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- Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 
kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 
Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) : 
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 888 
K/Pdt/1995 tanggal 26 April 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut 
adalah sebagai berikut : 
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NURJANNAH binti 
AMIN tersebut : 
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : 
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 888 K/Pdt/1995 
tanggal 26 April 2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu 
Pelawan/Terbanding pada tanggal 24 Desember 2003 kemudian terhadapnya 
oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding diajukan permohonan 
peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen 
» pada tanggal 8 Maret 2004, permohonan mana disertai dengan alasan- 
(ip “Sealasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 
6:1 tangga 8 Maret 2004 itu juga : 





| ta » le | Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut 

“3 (telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 
Nan 3 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban 
Tn memori peninjauan kembali tersebut : 

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 
12 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a guo 
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 
cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima : 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan/Terbanding 
mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 

1. Bahwa dalam pasal 67 huruf d dan huruf f yang berbunyi sebagai berikut : 
- @. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan 
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya : 
- f. apabila dalam putusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau suatu 
kekhilafan yang nyata. Oleh karena dalam hal tersebut terhadap 


perkara perdata ini menurut Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/ 
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Pemohon Peninjauan Kembali belum adanya suatu pertimbangan yang 

konkrit dan terperinci dari suatu bahagian tuntutan serta adanya suatu 

kekeliruan yaitu : 

A. Suatu bagian belum dipertimbangkan : 
Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 April 2001 
Nomor : 888 K/Pdt/1995. Dalam hal putusan dimaksud tidak pernah 
adanya suatu pertimbangan hukum tentang, pasal 165 HIR atau 
pasal 285 Rbg yaitu mengenai bukti-bukti tulisan yang dimaksud 
dalam hal ini adalah surat (Akte Jual Beli) yang dibuat pada tanggal 
(/ Maret 1987 Nomor : 24/II/JMP/1987 dan Nomor : 25/!!/JMP/1987 
serta tanggal 31 Maret 1989 Nomor : 154/II/JMP/1989) bahwa 
setelah selesainya surat menyurat mengenai penjualan tanah 
beserta 3 (tiga) pintu rumah di atasnya berarti hak milik penjual 
secara hukum telah beralih kepada pembeli yang dalam hal ini 
Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, 
sebab objek tersebut sudah dibeli berdasarkan akte tersebut di atas 
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tentang hal itu 

NA jelasnya alat bukti ini terlampir : 





|& Bahwa Akte Jual Beli dimaksud dikeluarkan secara sah dan tidak 
2 2, | 6 ada cacat hukum dalam segi apapun, maka kualitas surat (Akte) 
7 7 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggung- 
| jawabkan secara yuridis dan fakta terhadap pihak manapun juga. 
Tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya itu khususnya tentang 
surat-surat Akte serta ketiga pintu rumah di atasnya belum 
diputuskan secara konkrit dan tidak ada pertimbangan-pertimbangan 
hukum secara terperinci mengenai bagian tuntutan hukum tersebut : 
Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI 
dalam tingkat peninjauan kembali untuk memutuskan dan 
memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang surat akte 
tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan 
menyatakan Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon 
Peninjauan Kembali sebagai pemilik yang harus dipertahankan 

sebagai hak milik berdasarkan pasal 163 HIR (283 Rbg.) : 

B. Adanya suatu kekhilafan/kekeliruan Hakim : 

Bahwa sesuai dengan alasan yang tercantum dalam pasal 67 huruf f 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, maka dalam hal ini 
Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 23 April 2001 Nomor : 
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888 K/Pdt/1995 adalah jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan 
yang nyata bila kita melihat ketentuan-ketentuan hukum pasal 1881 
(1) Sub 1 dan 2 dan pasal 1883 BW, dengan kesimpulan yang di 
camtumkan antara lain bahwa tulisan-tulisan atau catatan itu 
merupakan suatu alat bukti yang harus di percaya oleh seorang 
hakim, ternyata dalam pemeriksaan di tingkat kasasi seperti pasal 
tersebut di atas tidak dijadikan suatu pertimbangan hanya dikaitkan 
di pasal 30 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985, sehingga 
akhirnya putusan bagi Pelawan/Terbanding/Pemohon kasasi kembali 
dikesampingkan : 
Maka dari diktum tersebut secara jelas Mahkamah Agung telah 
membuat putusan yang keliru dan kekhilafan terhadap apa yang telah 
di alami oleh pembeli tentang objek terperkara yang di sengketakan 
pada saat sekarang ini : 

2. Bahwa adanya itikad tidak baik dari si penjual atau Terlawan Il/Turut 


Terbanding/Termohon Kasasi terhadap penjualan objek terperkara, tanah 








FA Pseluas t 234 m? serta 3 (tiga) pintu rumah yang ada di atasnya yang telah 
Aja transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang terjadi pada 
tahun 1987 (sesuai dengan Akte Jual Beli) dan tanpa sepengetahuan dari 


2 


ang berwajib dalam hal ini Kepala Desa serta pihak selasa yang telah 


BPK 


NS NIP membuat sertifikat tahun 1989, kemudian diimuikin ke Bank. Hal-hal 
seperti yang dilakukan oleh penjual/Terlawan II sangat bertentangan 
dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga si penjual sebagai 
Terlawan Il/Turut Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan 
Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum : 

Bahwa kalaulah dikaitkan dengan Terlawan I hal ini pun sangat tidak akurat 
sebagaimana oleh Terlawan | telah mengikat suatu perjanjian hutang 
dengan Terlawan II yang kemudian dalam hal ikatan perjanjian tersebut 
Terlawan telah membuat sertifikat di bawah tangan diajukan sebagai 
agunan kredit Terlawan II : 

Tetapi hal ini secara hukum oleh Terlawan | pihak Bank tidak begitu 
mudah untuk menerima sebuah agunan dari debitur sebab hal ini oleh 
Bank ada Tim Khusus yang ditunjuk untuk melihat tentang objek tanah 
yang sempurna dan terlepas dari ikatan pihak lain. Serta surat bukti 
kepemilikan yang sempurna kemudian baru hal kredit yang akan diberikan 


dan diproses akan tetapi ini jelas bahwa pihak Bank hanya melihat surat 
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bukti saja tidak memerintahkan Tim untuk melihat objek yang sempurna 
tersebut, maka tentang hal di maksud kami mohon kepada Bapak Ketua 
Mahkamah Agung untuk dapat menerapkan kembali sebagaimana yang 
diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan 
pihak Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali. 
Juga tentang Akte Hipotik yang diutarakan oleh Terlawan II Pembanding/ 
Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali hal dimaksud harus pula 
dipertimbangkan, akan tetapi Akte Hipotik yang dibuat tersebut tidaklah 
sempurna, malah Camat Jeumpa sendiri tidak bersedia mendatangi 
berdasarkan surat keterangan Camat sendiri dan surat ini turut kami 
lampirkan : 
Maka dengan hal yang telah dibuat oleh Terlawan I/Pembanding/ 
Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ini sangatlah merugikan 
pihak Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, 
maka berdasarkan perbuatan Terlawan II itu sangatlah bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang berlaku : 
--. Dengan hal demikian memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung 
2 “Republik Indonesia agar meneliti secara seksama tentang bukti hipotik 
tesebut: 


d7 


/ 





| 1G .— Selanjutnya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik 
— Indonesia bahwa dalam tingkat peninjauan kembali ini berkenan 
memperbaiki kekeliruan/kekhilafan tersebut dengan menyatakan bahwa 
objek sengketa telah terjadi jual beli dan Pelawan/Terbanding/Pemohon 
Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pemilikan tanah beserta 
3 (tiga) pintu rumah tersebut di atasnya : 
Untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak di sini turut kami lampirkan 
surat-surat bukti berupa : 
1. Foto copy kwitansi tanda pembayaran cicilan tanggal 3 Maret 1987 dan 
tanggal 25 Maret 1987 (bukti baru) : 
2. Foto copy Akte Jual Beli tanggal 7 Maret 1987 Nomor : 24/I!I/JMP/1987, 
tertanda P.1 : 
3. Foto copy Akte JUal Beli tanggal 7 Maret 1987 Nomor : 25/1II/JMP/1987, 
tertanda P.2 : 
4. Foto copy Akte Jual Beli tanggal 31 Maret 1989 Nomor 
154/11/JMP/1989, tertanda P.3 : 
9. Foto copy Surat Keterangan Pembayaran Hutang tanggal 31 Maret 1989 
(bukti baru) : 


"Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 167 PK/Pdt/2004” PF 


6. Foto copy Akte Hipotik Nomor : ............... tanggal 
tertunda P.6 : 
1. Foto copy surat dari Kantor Camat Jeumpa tangal 9 April 1991 Nomor : 
593/419/1991 diberi tanda P.7 : 
Bahwa surat-surat bukti dimaksud telah dilegalisir di Pengadilan Negeri 
Bireuen pada tanggal 9 Maret 2004 yang masing-masing diberi tanda 
seperti tersebut di atas : 
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, 
Mahkamah Agung berpendapat : 
mengenai alasan ke 1 dan 2: 
bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam 
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata 
dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Bahwa ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena 
ada hal-hal yang relevan secara yuridis yang tidak dipertimbangkan yaitu 
Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli yang beritikad baik yang 
harus dilindungi oleh hukum : 

) (2. “Bahwa iktikad baik dari Pemohon Kasasi terlihat dari waktu pembelian tanah 

Tn .#erkara yaitu membeli kepada Terlawan II tanggal 7 Maret 1987 dengan 

IS Akte No.24/II/JMP/1987, No.25/I/JMP/1987 dan 31 Maret 1989 
y NA “'Neasmmumprngs9, sedangkan perjanjian kredit antara Terlawan | dengan 


— Terlawan II baru pada tanggal 3 November 1989 : 






3. Secara prosedural pembelian tanah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari 
Terlawan II (Termohon Peninjauan Kembali II) telah melalui proses yang 
benar yaitu melalui akte dan status tanah (saat itu) yang tidak dalam 
keadaan diagunkan ke Bank : 

4. Sebagai pembeli yang beritikad baik dan proses jual beli telah melalui 
prosedur yang benar menurut undang-undang, maka Pemohon Peninjauan 
Kembali berhak mendapatkan perlindungan hukum : 

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No .888 
K/Pdt/1995 tanggal 26 April 2001 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan 
mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa judex facti/Mahkamah Agung telah keliru dengan tidak 
mempertimbangkan bukti P.6 dan P.7 tentang surat dari Camat/PPAT tanggal 
9 April 1991 yang menolak maksud Tergugat I (PT. Bank Duta) untuk 
pembebanan hipotik atas objek sengketa dengan menolak untuk 


menandatangani akte tersebut dengan alasan objek yang akan dibebani 
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hipotik tersebut (objek sengketa) telah dipindahtangankan kepada pihak lain 
in casu Penggugat pada tahun 1987. Dengan demikian terbukti bahwa 
Tergugat I mengetahui bahwa objek sengketa yang diterima sebagai jaminan 
kredit dari Tergugat II telah dijual kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat 
| adalah beritikad tidak baik yang merupakan perbuatan melawan hukum : 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan 
tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya 
menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 
Kembali : Nurjannah Binti Amin dan membatalkan putusan Mahkamah Agung 
No. 888 K/Pd1995 tanggal 26 April 2001 serta Mahkamah Agung akan 
mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan 
disebutkan di bawah ini: 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah 
pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 
a tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali: 


€ Wpemperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, 






Undang: Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan 
aa dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan 
i “perundang: -undangan lain yang bersangkutan : 
NY va £ MENGADILI: 
-.. “ Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 
Kembali : NURJANNAH Binti AMIN tersebut: 
Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 888 K/Pdt/1995 tanggal 26 
April 2001 : 
MENGADILI KEMBALI : 
DALAM EKSEPSI 
- Menolak eksepsi dari Terlawan II : 
DALAM POKOK PERKARA 
-  Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya : 
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar : 


- Menyatakan tanah sengketa seluas t 234 m? yang batas-batasnya : 


- Utara : dengan lorong/M. Juned : 

- Selatan : dengan pekarangan Maunasah : 
- Timur : dengan Zulkifli : 

- Barat : dengan Suwardi : 
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yang terletak di Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Jeumpa, 
Kabupaten Aceh Utara adalah milik Pelawan : 

- Menyatakan penyerahan tanah sengketa oleh Terlawan II kepada Terlawan 
| sebagai jaminan hutang adalah merupakan perbuatan melawan hukum : 

- Menyatakan sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan 
Negeri Bireuen tanggal 20 November 1993 No.9/Pdt/Eks/1993/PN.Bir. tidak 
sah dan tidak berharga : 

- Mencabut/mengangkat kembali sita eksekusi tersebut sejauh terhadap 
tanah sengketa : 

- Menyatakan tanah sengketa tidak dapat dijadikan jaminan pembayaran 
hutang Terlawan II kepada Terlawan | : 

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi untuk 
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam 


sglisstasuti peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus 


»« Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
ND pada hari Senin tanggal 27 November 2006 oleh Bagir Manan Ketua 
| Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Artidjo Alkostar, SH., dan H. Abdul 





PA . | Kadir /Mappong, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan 


dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 
“dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh 


Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah 
pihak. 


Hakim-Hakim Anggota Ketua 
ttd./Artidjo Alkostar, SH. ttd./Bagir Manan 
ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH. 
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Biaya-Biaya Panitera Pengganti 


1. Meterai... Rp. 6.000, - ttd./Susilowati, SH. 
2. RedakSis Rp. 1.000, - 
3. Administrasi peninjauan 

kembali... Rp. 2.493.000,- 

JUMIAh XX... Rp. 2.500.000,- 


Untuk Salinan 
MAHKAMAH AGUNG RI. 
P—- a.n- Panitera ” 
- 7. ng LI ON Pi 


tera Mue a Perdata 


Cc 
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» 
AN : 
DN “ 


1 


MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. 
Nip. 040030169 
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